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Pandemic Covid 19 sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai pelayanan public. 
Pelayanan public menjadi kurang maksimal. Penelitian ini akan melihat kinerja pegawai 
Kecamatan Langowan Barat  dalam menjalankan tugasnya di era pandemic Covid 19. Dengan 
menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2017), penelitian ini akan mengkaji kinerja dengan 
menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Hariandja (2002:78), tentang kinerja. 
Menurutnya untuk mengevaluasi kinerja dapat dilihat dari bagaimana hasil yang dicapai oleh 
pegawai atau perilaku yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Temuan 
penelitian menggambarkan pada aspek sikap pegawai dalam pelayan publik di kantor 
Kecamatan Langowan Barat  saat pandemi covid-19 dapat disimpulkan kinerja pegawai yang di 
lihat dari indicator sikap atau perilaku dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Langowan 
Barat  dapat dikatakan keramahan dan cara memperlakukan publik atau masyarakat berjalan 
kurang masksimal. Artinya setiap sikap kerja-kerja pelayanan publik oleh pegawai kantor 
Kecamatan Langowan Barat  terkendala karena faktor penyesuaian dengan protokol covid’19. 
Pada aspek sistem pelayanan publik saat pandemi covid-19 pelayanan publik yang diberikan 
oleh pegawai Kecamatan Langowan Barat mengalami perubahan yang dilihat pada jumlah 
pegawai yang berkurang, pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, 
serta adanya sistem pelayanan yang berbasis online melalui aplikasi WhatsApp yang belum 
semua masyarakat bisa menggunakannya. Artinya dalam konteks pelayanan publik di 
Kecamatan Langowan Barat  setiap kegiatan-kegiatan dibatasi karena wajib protokol covid-19. 
Yang dimaksud dengan protokol covid-19 oleh pegawai dalam memberikan pelayan publik 
adalah setiap kerja-kerja pelayanan dilakukan dengan cara terbatas, pegawai bekerja dengan 
sistem daring atau online serta masyarakat di haruskan mengikuti setiap tahapan pelayanan 
publik dengan pola yang baru. Pegawai kecamatan bekerja secara bergantian yakni setiap hari 2-
3 orang sambil memperhatikan protokol Covid-19 serta setiap administrasi hampir semua 
dilakukan via daring. 
 




The Covid 19 pandemic has a very influential on the performance of public service 
employees. Public services have become less than optimal. This study will look at the performance 
of Langowan Barat Subdistrict employees in carrying out their duties in the Covid 19 pandemic era. 
Using qualitative methods (Moleong, 2017), this study will examine performance using the 
approach proposed by Hariandja (2002: 78), regarding performance. According to him, to evaluate 
performance can be seen from how the results achieved by employees or the behavior displayed in 
accordance with their role in the organization. The research findings illustrate the aspects of 
employee attitudes in public service at the Langowan Barat District office during the Covid-19 
pandemic, it can be concluded that employee performance as seen from the attitude or behavior 
indicators in public service at the Langowan Barat District office can be said to be friendly and how 
to treat the public or society running. less masximal. This means that every attitude of public 
service work by employees of the West Langowan District office is constrained by the adjustment 
factor with the covid'19 protocol. In the aspect of the public service system during the Covid-19 
pandemic, the public services provided by West Langowan District employees experienced changes 
seen in the reduced number of employees, employees who were not in accordance with the needs of 
community services, as well as the existence of an online-based service system through the 
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WhatsApp application that had not all people can use it. This means that in the context of public 
services in Langowan Barat District, every activity is limited because it is mandatory for the covid-
19 protocol. What is meant by the covid-19 protocol by employees in providing public services is 
that every service work is carried out in a limited way, employees work with an online or online 
system and the public is required to follow every stage of public service with a new pattern. Sub-
district employees work alternately, i.e. every day 2-3 people while paying attention to the Covid-19 
protocol and almost all administration is done online. 
 





Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan 
pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek 
kehidupan masyarakat. Karena sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat 
mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan 
bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga 
negara dalam pemerintahan sangat terbatas. 
Kondisi sekarang yang dapat digambarkan pada instansi pemerintahan menunjukkan 
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang 
belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. 
Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara 
langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian 
dalam jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang kurang 
transparan, sikap petugas yang kurang responsif dan lain-lain. Sehingga menimbulkan citra 
buruk yang kurang baik terhadap citra pemerintah. 
Kinerja pelayanan publik merupakan hal penting yang menjadi perhatian dari semua 
pihak karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap amanah rakyat. 
Reformasi sektor publik yang terjadi di berbagai tempat adalah upaya untuk meningkatkan 
kinerja pelayanan publik sehingga tercapai suatu kondisi pemerintahan yang efisien, efektif, 
responsif dan akuntabel. Peningkatan kinerja pelayanan publik dapat dicapai dengan berupaya 
mengoperasikan seluruh sumber daya yang dimiliki baik, sumber daya finansial, fisik, sumber 
daya manusia (SDM), organisasi, kemampuan teknologis, dan sistem pengetahuan. 
Eksistensi Undang-undang Pelayanan Publik yang telah berjalan sejak tahun 2009 
merupakan hal yang telah dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan 
publik yang lebih baik kepada masyarakat. Diberlakukannya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik, memberikan lebih banyak kewenangan kepada organisasi 
pemerintahan dalam menjalankan fungsi umum pemerintah, yaitu pelayanan publik. Undang-
undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan pelayanan publik di 
Indonesia. 
Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa perubahan mendasar guna 
meningkatkan kinerja layanan publik, seperti diberlakukannya otonomi daerah dan adanya 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perbaikan manajemen pemerintah yaitu dengan 
diundangkannya Otonomi Daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan 
administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik 
(good performance) dalam pemerintahan.  
Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih 
mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan 
administrasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan di atur dalam 
pedoman kerja masing-masing organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik. 
Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Semua 
orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. 
Timbul permasalahan dalam pelayanan yang di sebabkan oleh individu atau pelaku pelayanan 
 
dan yang dilayani seperti ketidakjelasan komunikasi. Pelayanan yang baik adalah pelayanan 
yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapakan dalam pelayanan untuk 
mensejatrakan masyarakat. 
Pelayanan yang baik sangat didambakan oleh semua penyelenggara administrasi atau 
administrator karena pekerjaan yang membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, 
keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas. Harapan seperti ini 
tentunya akan mengarah kepada pelayanan publik yang baik, namun demikian pelaksanaan 
pelayanan yang baik hingga saat ini menjadi pekerjaan yang rumit bahkan terjadi penundaan 
pekerjaan yang menyebakan pelayanan publik menjadi tidak efektif. 
Para pelaku pelayanan publik seharusnya bekerja secara transparan dan akuntabel 
dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, tetapi kenyataannya sikap dan perilaku para 
administrator secara psikologis selalu meremehkan pekerjaan pelayanan itu sendiri dan jenuh 
serta stres kerja yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak produktif. 
Sementara itu tertib administrasi menjadi simbol (icon) yang selalu disebut-sebut tetapi tidak 
diimplementasikan.  
Yang dimaksud dengan pelaku pelayanan publik pada organisasi pemerintah adalah 
Pegawai Pemerintah yang bertugas pada organisasi pemerintahan. Pegawai Negeri menurut 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian memiliki pengertian “setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat 
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas negara dalam jabatannya 
dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku”.  
Selanjutnya, Pada awal tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tidak membedakan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai 
Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 berbunyi bahwa “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja 
pada instansi pemerintah”.  
pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
berbunyi “ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara maka dijabarkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja 
PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem 
prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat 
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan 
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 
Artinya kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah peletak dasar pelaksana sistem 
pemerintahan. Keberadaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah sebagai tulang 
punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu Pegawai 
Negeri Sipil diharapkan mampu menggerakkan serta melancarkan tugas-tugas pemerintahan 
dalam pembangunan, termasuk di dalamnya melayani masyarakat. 
Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat serta berdasarkan visi dan misi yang 
dimilikinya maka sudah sepantasnya bila Pegawai Negeri Sipil memiliki disiplin kerja yang baik 
dalam mengemban dan melaksanakan tugas-tugas yang dimilikinya karena dengan kinerja yang 
produktif dan efisien waktu maka hasil yang diperoleh akan maksimal dan sesuai dengan yang 
diharapkan baik oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai 
pemilik negeri ini. 
Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki perangkat daerah 
tersendiri untuk menjalankan roda pemerintahannya. Salah satunya perangkat daerah 
 
kabupaten/kota adalah kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan 
sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus hal-hal yang 
berkaitan dengan pemenuhan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Pemerintah 
kecamatan sebagai organisasi pemerintahan yang menjalankan setiap tugas dibidang 
pemerintahan ialah melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Organisasi pemerintahan 
kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten melaksanakan setiap 
kegiatan pemerintahan di kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah terjabar 
termasuk sebagai pelayan masyarakat. 
Kecamatan Langowan Barat  Kabupaten Minahasa adalah salah satu kecamatan yang 
melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang tampaknya menjadi salah satu sorotan 
masyarakat karena memilki faktor keterlambatan pelayanan publik. Kecamatan Langowan Barat  
dengan 16 Desa dan 18 Pegawai Memang sangat dimaklumi karena saat memasuki erah 
pandemi Virus Corona semua kualitas penyelenggaraan pelayanan publik menurun karena 
menyesuaikan dengan protokol penanganan virus corona. Pada saat pandemi Virus Corona 
kinerja pelayanan publik di Kecamatan Langoan Barat banyak sekali perubahan, karena telah 
menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah kabupaten minahasa.  
Pemeritah Kabupaten minahasa telah mengarahkan setiap satuan organisasi perangkat 
daerah termasuk Kecamatan Langowan Barat  untuk bekerja jarak jauh atau Work From Home 
secara daring. Alhasil kinerja Pegawai pemerintahan Kecamatan Langowan Barat  menurun. Dari 
hasil observasi awal peneliti di lapangan terlihat, sebagaimana tertuang dalam tugas pokok dan 
fungsi bahwa dalam lingkungan kinerja pegawai dalam pelayanan publik, Kepala Seksi Tata 
Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan 
mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, 
pengevaluasian, serta pelaporan mengenai tata pemerintahan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, 
memberikan arahan dan petunjuk guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas di 
Kecamatan. Tampaknya tugas-tugas dalam pelayanan publik belum berjalan secara maksimal. 
hal itu dapat dilihat dari kinerja pegawai dalam pelayanan publik.  
Disisi lain, Selain diberlakukan bekerja jarak jauh juga semua pegawai pemerintahan 
kecamatan diberlakukan kerja secara shiftting atau bekerja dengan sistem jadwal/bergantian. 
Cara kerja yang dilakukan tersebut menyebabkan aspek penyelenggaranaan pelayanan publik 
berubah, hasil observasi awal dilapangan masyarakat kebanyakan mengeluh karena pelayanan 
kepada masyarakat berjalan sangat lambat bahkan lama. Sebagai contoh masyarakat ketika 
datang ke kantor untuk mengurus urusan bantuan sosial terhambat karena pegawai yang tidak 
sesuai bidang, pegawai tidak ada dikantor, dan juga masyarakat dimintai harus mengikuti 




A. Kinerja  
Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai 
sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja pada 
dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. 
Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja 
organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Istilah kinerja berasal dari 
kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya 
yang dicapai oleh seseorang).  
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja berarti: sesuatu yang 
dicapai, prestasi yang diperlihatkan,kemampuan kerja. Pengertian kinerja (Prestasi kerja) 
merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya. (KBBI) 
Mangkunegara (2005:67) menyatakan ”bahwa pada umumnya kinerja dibedakan 
menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil kerja 
Pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah 
 
ditentukan, sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja 
kelompok”. 
Hariandja (2002:78) mengatakan “Kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil yang 
dihasilkan oleh pegawai atau prilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam 
organisasi”. 
Sarita dalam Prawirosentono (2001:2-5) mengatakan “Kinerja adalah hasil kerja yang 
dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.  
Samsudin (2005:159) Menyebutkan bahwa “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas 
yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan 
batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi”.  
Moeheriono (2012:95) Menyatakan bahwa “Kinerja atau performance merupakan 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 
perencanaan strategis suatu organisasi”. 
Sependapat dengan Moeheriono, Mahsun (2006:25) Menyatakan bahwa, “Kinerja 
performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 
tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”.  
Nawawi (2006: 62) Menyatakan bahwa “Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target 
dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan. 
Kinerja menjadi rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama 
sekali tidak terselesaikan, Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang pegawai sesuai tanggung 
jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.  
Fahmi (2010: 2)menyatakan bahwa “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh sutau 
organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 
dihasilkan selama satu periode waktu”.  
Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pegawai adalah 
hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan, 
kecakapan pegawai, pengalaman, kualitas, dan kuantitas guna mencapai visi, misi, dan tujuan 
organisasi. Kinerja dapat dikatakan tinggi apabila target dapat diselesaikan dengan waktu yang 
tepat, sedangkan kinerja dikatakan rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang 
telah ditentukan. 
 
 Faktor-faktor Kinerja Pegawai 
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pegawai dalam 
melaksanakan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Kinerja seorang pegawai tidak selalu 
berada dalam kondisi yang baik, kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa hal. Terdapat 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya. Menurut Hasibuan yang dikutip dalam Nawawi (2006: 64), kinerja 
dipengaruhi oleh tiga faktor yang terdiri dari: 
a. Minat dalam bekerja  
b. Penerimaan delegasi tugas, dan  
c.  Peran dan tingkat motivasi seorang pekerja  
Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya, kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 
eksternal. Menurut Soesilo dalam Nogi (2005: 180) mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh 
lima faktor antara lain yaitu: 
a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang 
menjelaskan aktivitas organisasi.  
b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.  
c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan 
berkarya secara optimal.  
 
d. System informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk 
dipergunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.  
e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi 
bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.  
Dalam suatu organisasi, antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain mempunyai 
kinerja yang berbeda-beda. Perbedaan kinerja antara satu pegawai dengan pegawai yang lain 
tentu ada faktor penyebabnya. Pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan 
prestasi kerja antara satu pegawai dengan pegawai yang lain yang berada di bawah 
pengawasannya. Secara garis besar perbedaan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Mangkunegara (2005:13) membedakannya menjadi dua faktor yang 
mempengaruhi pencapaian kinerja, yaitu: 
a. Faktor kemampuan (Ability)  
Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 
kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pimpinsan dan karyawan yang memiliki 
IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius 
dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 
pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.  
b. Faktor motivasi (Motivation)  
Motivasi diartikan suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja 
(situation) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap 
situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka 
bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja 
yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas 
kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa  faktor 
yang mempengaruhi kinerja pegawai. Faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua 
yaitu : 
a. Faktor internal  
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pegawai antara lain minat 
dan motivasi dalam bekerja, pengetahuan, pengalaman, kepribadian dan kemampuan. 
b. Faktor eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pegawai yaitu dari 
organisasi di mana pegawai bekerja, antara lain imbalan, sarana dan prasarana, sistem 
informasi manajeman, kebijakan organisasi, dan tugas yang diberikan. 
 
 Indikator Kinerja Pegawai 
Untuk melaksanakan penilaian kinerja pegawai, suatu organisasi sebaiknya menetapkan 
indikator-indikator kinerja sebagai standar pengukuran kinerja tesebut. Moeheriono (2012: 
113), kinerja dapat diukur berdasarkan ukuran indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam 
enam kategori berikut: 
a. Efektif, indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam 
mencapai sesuatu yang diinginkan.  
b. Efisien, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan 
menggunakan biaya serendah mungkin.  
c. Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualiatas produk atau jasa 
yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen. 
d. Ketepatan waktu, indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan secara 
benar dan tepat waktu.  
e. Produktiviats, indikator ini mengukur tingkat produktivitas suatu organisasi. 
f. Keselamatan, indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan serta 
lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan 
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah sutau aktivitas 
atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Ukuran kinerja seseorang harus relevan, 
signifikan, dan komprehensif. Seperti yang dinyatakan oleh Wibowo (2010: 235), ada beberapa 
indikator yang dijadikan tipe ukuran kinerja yaitu: 
a. Produktivitas  
 
Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output fisik suatu 
proses. Oleh karena itu, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah output 
dibandingkan dengan sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output. 
b. Kualitas  
Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, jumlah ditolak, dan 
cacat per unit, maupun ukuran eksternal rating seperti kepuasan pelanggan atau 
penilaian frekuensi pemesanan ulang pelanggan.  
c. Ketepatan Waktu 
 Ketepatan waktu menyangkut presentase pengiriman tepat waktu atau presentase 
pesanan dikapalkan sesuai dijanjikan. Pada dasarnya, ukuran ketepatan waktu 
mengukur apakah orang melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.  
d. Cycle Time  
Cycle time menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk maju dari satu titik ke titik 
lain dalam proses. Pengukuran cycle time mengukur berapa lama sesuatu dilakukan.  
e. Pemanfaatan Sumber Daya  
Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya yang dipergunakan 
lawan sumber daya yang tersedia untuk dipergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat 
diterapkan untuk mesin, komputer, kendaraan, dan bahkan orang.  
f. Biaya 
Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam dasar per unit. 
Namun banyak perusahaan hanya mempunyai sedikit informasi tentang biaya per unit. 
Pada umumnya dilakukan kalkulasi biaya secara menyeluruh. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kinerja 
pegawai adalah karakteristik yang digunakan sebagai bahan penilaian kinerja pegawai terhadap 
hasil kerja dalam sebuah organisasi. Telah dipaparkan oleh para ahli bahwa ukuran indikator 
kinerja pegawai dapat dilihat dari berbagai aspek. Peneliti menyimpulkan bahwa ukuran 
indikator kinerja dapat dilihat dari: 
a. Kualitas, berkaitan dengan kerapian kerja dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan 
dalam menyelesaikan pekerjaan.  
b. Kuantitas, berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam suatu 
periode tertentu.  
c. Perilaku, yang berkaitan dengan tanggung jawab dan disiplin.  
d. Tanggung jawab terkait tugas pokok dan fungsi yang diberikan,  
e. Displin terkait dengan tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai.  
f. Kemampuan, berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan 
tanggung jawabnya.  
  
 
B. Konsep Pelayanan Publik 
Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, 
pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai 
pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan. 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2007:4-5) Menyatakan bahwa “Pelayanan Publik 
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dala bentuk barang publik maupun jasa publik yang 
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 
daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”.  
Hardiyansyah (2011:12) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah : Melayani 
keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan 
kepuasan kepada penerima layanan”.  
Kotler (2004:4) Menyatakan bahwa “Pelayan Publik adalah setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun 
hasilnya tidak terikat pada suatu hal secara fisik”. 
Lukman Sinambella (2006:5) Menyatakan bahwa “Pelayanan Publik adalah suatu 
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 
orang lain atau alat secara fisik dan menyediakan kepuasan kepada objek yang dilayani.  
Gronross dalam Ratmiko dan Winarsih (2006:3) Manyatakan bahwa “Pelayanan Publik 
adalah suatu aktivitas atau serangkaia aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 
dirabah) yang terjadi sebagai akibat adanya interksi antara pemerintah dan masyarakat atau 
hal-hal yang berkaitan untuk memberikan pelayanan yang terbaik”. 
Sinambella menyatakan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pemenuhan keinginan dan 
kebutuhan oleh penyelenggara negara”. Sinambella (2006:5). Pendapat lain juga di sampaikan 
oleh Moenir (2006:26) menyatakan bahwa “Pelayan Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau kelompok dengan landasan faktor material, melalui sistem prosedur, dan metode 
tertetu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”.  
Dari pengertian pelayanan publik di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 
merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan 
oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala 
sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan 
dalam bentuk barang dan jasa. Pelayanan publik yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk 
dalam segala bentuk pelayanan pada masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan 
Langowan Barat  Kabupaten Minahasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah 
Kecamatan Langowan Barat  yang dilakukan berdasarkan asas, prinsip dan standar pelayanan 
publik agar mewujudkan pemerintahan yang demokratis. 
 
 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik 
Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada 
masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu meningkatkan image 
organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus meningkat. Adanya citra 
organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap baik pula. 
Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah :  
” Kasmir (2006:3) Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya 
manusia. Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani masyarakat merupakan faktor 
utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan 
terbuka”.  
Menurut Atep Adya Barata (2003:37), Kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian yaitu 
kualitas pelayanan internal dan eksternal. Masing-masing bagian tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang cukup penting, yaitu sebagai berikut : 
a. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal (interaksi pegawai organisasi), 
yaitu pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung , 
 
pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta 
pola insentif. 
b. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal (pelanggan eksternal), yaitu 
pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan 
penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain sumber daya manusia, kesadaran, 
aturan, organisasi, ketrampilan dan kemampuan, sarana pelayanan, serta pengalaman pelanggan 
selain itu faktor internal dan eksternal menjadi penting dan berpengaruh dalam mewujudkan 
pelayanan yang berkualitas bagi setiap pengguna. 
 
 Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 
Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu 
penyelenggaranya membutuhkan azas-azas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan 
pelayanan publik, penyedia pelayanan publik harus memperhatikan azas pelayanan publik. 
Azas-azas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 
63/2003 sebagai berikut : 
a. Transparasi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai 
dan mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. Keseimbangan Hak dan 
f. Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masingmasing pihak. 
Azas, prinsip, dan standar pelayanan tersebut merupakan pedoman dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan berfungsi sebagai indikator 
dalam penilaian serta evaluasi kerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya 
standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan 





Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Moleong, 2007:6) Adapun 
yang menjadi fokus penelitian ini adalah kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Langowan 
Barat  Kabupaten Minahasa. Kinerja akan dikaji dengan menggunakan teori kinerja yang 
dikemukakan oleh Hariandja (2002: 8), yang mengemukakan bahwa  “Kinerja merupakan hasil 
yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya 
dalam organisasi”. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan melakukan reduksi data, 




Berdasarkan Hasil Penelitian Maka dalam pembahasan penelitian ini akan  di kaji pada 
tiga aspek tunggal dalam fokus penelitian dengan landasan kajian teori Kinerja yang dikemukan 
oleh Hariandja (2002:78). “Kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil yang dihasilkan oleh 
pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan peranannya dalam organisasi”. 
Sehingga penelitian ini difokuskan pada Tampilan Kinerja pegawai  sesuai dengan peranannya 
dalam Pelayanan Publik pada masa pandemic Covid-19 di Kecamatan Longowan Barat. 
 
A. Sikap Pegawai Dalam Pelayan Publik 
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik 
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1) 
menyatakan bahwa “pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh oleh penyelenggara pelayanan publik”. Pelayanan publik menjadi suatu tolok 
ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja 
pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas pelayanan 
publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari 
semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara 
profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata 
warga masyarakatnya. 
Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pelayan publik adalah 
mengenai sikap atau prilaku pegawai yang memberikan pelayanan kepada publik atau 
masyarakat. Sikap merupakan cermininan karakter pegawai mengenai pelayanan yang 
berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi organiasi dengan memberikan keramahan pelayanan, 
komunikasi yang baik, serta cara memperlakukan publik atau masyarakat dengan baik. 
Dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kantor 
Kecamatan Langowan Barat  yang berkaitan juga dengan kinerja maka dalam konteks hasil 
penelitian ada beberapa instrumen penting yang menjadi tolak ukur menilaian kualitas kinerja 
pelayanan publik, hal itu adalah komunikasi, keramahan dan cara memperlakukan publik atau 
masyarakat. 
Komunikasi berkaitan dengan keakrapan antara pegawai Kecamatan Langowan Barat  
dan masyarakat. Seperti dalam hal mengurus administrasi bantuan sosial, pegawai melayani 
masyarakat dengan baik sambil menjelaskan mengenai aturan protokol kesehatan, hal itu 
dibuktikan dengan hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengatakan sikap pegawai ada 
baik dan buruknya, akan tetapi dalam konteks pandemi covid-19 peneliti menyadari bahwa efek 
buruk tentunya mengarah pada aturan protokol seperti menjaga jarak dan harus bersikap tegas 
dalam menaati anjuran pemerintah, sedangkan disisi baik peneliti menyadari bahwa dalam 
segalah urusan administrasi pemerintahan harus dilakukan dengan cara bertatap langsung 
dengan warga sambil menjelaskan mengenai pelayanan yang tentunya memperhatikan protokol 
covid-19. Pada konteks ini berbicara mengenai sikap pegawai dalam memberikan pelayanan 
publik peneliti mengatakan bahwa sikap pegawai berjalan normal-normal saja dan tidak ada 
masalah atau kendala yang cukup substansial. 
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 pasal 4 tentang Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada 
tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, 
dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Sehingga indikator kinerja pegawai yang di lihat 
dari poin sikap atau prilaku dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Langowan Barat  pada 
erah covid-19, peneliti mengatakan di dalamnya ada instrumen kumunikasi, keramahan dan 
cara memperlakukan publik atau masyarakat berjalan seperti sebelum pandemi covid-19 ada. 
 
B. Sistem Pelayanan Publik Saat Pandemi Covid-19 
Paradigma The New Public Service (NPS). Menempatkan warga tidak hanya sebagai 
customer tetapi sekaligus masyarakat dipandang sebagai citizens yang mempunyai hak untuk 
mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi publik). Dalam konsep 
ini birokrasi publik dituntut untuk merubah dirinya dari government menjadi governance 
sehingga administrasi publik akan tampil lebih powerfull dalam menjelaskan masalah-masalah 
kontemporer yang terjadi di dalam bahasan publik. Dalam konsep ini birokrasi publik tidak 
hanya menyangkut unsur pemerintah saja tetapi semua permasalahan yang berhubungan 
dengan public affairs dan public interest 
Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, birokrasi publik harus dapat 
memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, 
 
tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam 
arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa 
depannya sendiri. Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas 
manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat atau 
publik merasakan manfaat dari sistem pelayanan publik yang prima. 
Aparatur pelayanan publik atau birokrasi yang selama ini didesain untuk bekerja lambat, 
terlalu berhati-hati dan procedural minded sudah tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat 
pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan yang cepat, efisien, tepat waktu, dan simple 
(seperti orang yang mengurus akte dan KTP). Ditambah lagi sekarang kita memasuki era 
globalisasi yang penuh dengan kompetisi, sehingga gerak yang cepat dan tindakan yang tepat 
dari aparat pemerintah merupakan suatu keharusan (necessity). 
Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, sekurang-kurangnya meliputi: Pelaksanaan pelayanan, 
Pengelolaan pengaduan masyarakat, Pengelolaan informasi, Pengawasan internal, Penyuluhan 
kepada masyarakat, dan Pelayanan konsultasi. Selanjutnya Dalam melaksanakan pelayanan 
publik, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 penyelenggara 
berkewajiban: Menyusun dan menetapkan standar pelayanan, Menyusun dan menetapkan, dan 
memublikasikan maklumat pelayanan, Menempatkan pelaksana yang kompeten,  Menyediakan 
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim 
pelayanan yang memadai, Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pelayanan publik, Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan, 
Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik,  Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan 
yang diselenggarakan dan Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung 
jawabnya. Artinya amanat dari pasal 15 undang-undang 25 tahun 2009 ini harus dituangkan 
dalam kegiatan sistem pelayanan publik pada instansi pemerintahan termasuk kantor 
Kecamatan Langowan Barat . 
Dalam Konteks itu ditengah perwujudtan pelayan publik yang sesuai dengan amanat 
undang-undang No. 25 Tahun 2009 mengenai standar pelayan publik yang prima, justru saat ini 
amanat dari pasal 15 undang-undang No. 25 Tahun 2009 diredam oleh situasi pandemi Covid-
19. Dalam konteks pelayan publik di Kecamatan Langowan Barat  saat ini berbagai sistem 
pelayan publik di pangkas karena harus mengikuti anjuran dari pemerintah mengenai pandemi 
Covid-19. 
Berdasarkan hasil wawancara dilapangan peneliti mendapatkan sistem pelayanan publik 
di kantor Kecamatan Langowan Barat  mengalami perubahan. Dikatakan oleh Camat dan 
Sekretaris Kecamatan bahwa sistem pelayanan publik oleh pegawai mengalami perubahan, 
pegawai diharuskan melakukan pelayanan kepada masyaraat dengan mengikuti instruksi Bupati 
tentang kinerja pemerintah dengan memperhatikan pandemi covid-19. Selanjutnya dikatakan 
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Tata Pemerintahan  bahwa pegawai dalam memberikan 
palayanan atau dalam tugas kegiatan administrasi dibatasi. Pegawai bekerja secara bergantian 
dengan 3 orang setiap hari datang ke kantor, juga pegawai bekerja secara daring atau work from 
home, selanjutnya pegawai juga memanfaatkan aplikasi pesan WhatsApp untuk mengirim setiap 
tugas-tugas administrasi. Selanjutnya dikatakan oleh masyarakat pelayanan publik berbasis 
online dan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait mengurus 
administrasi menjadi kendala bagi masyarakat, masyarakat mengatakan sistem tersebut 
membuat setiap kegiatan administrasi menjadi tambah lebih lama. 
Berdasarkan pendapat para informan dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan publik 
yang diberikan pegawai Kecamatan Langowan Barat  mengalami perubahan padi aspek jumlah 
pegawai yang berkurang, pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, 
serta adanya sistem pelayanan yang berbasis online melalui aplikasi WhatsApp yang belum bisa 
digunakan oleh masyarakat. Artinya dalam konteks pelayanan publik di Kecamatan Langowan 
Barat  setiap kegiatan-kegiatan dibatasi karena wajib protokol covid-19. 
 
C. Protokol Pelayan Publik Saat Pandemi Covid-19 
Ditengah masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini menuntut masyarakat banyak 
melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, adaptasi ini pun berlaku juga pada 
 
penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan Pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus 
ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan publik yang 
diterapkan oleh penyelenggara layanan. Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi 
salah satu upaya pencegahan penyebaran virus ini. 
Pandemi Covid-19 membawah dampak menurunya kualitas pelayanan publik di instansi 
pemerintah termasuk kantor kacamatan langowan barat kabupaten minahasa. Setiap kegiatan 
pelayanan publik yang sebelumnya berjalan normal namun saat ini hal itu dipangkas karena 
dalam rangka mencegah wabah covid-19. Pegawai kantor Kecamatan Langowan Barat  dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat mengalami transisi penyesuaian diri dengan pola 
pelayanan berbasis online dan terbatas atau jarak jauh . Pegawai kecamatan diharuskan 
mengikuti protokol covid-19 sebagaimana instruksi dari Bupati Kabupaten Minahasa.  
Dalam instruksi tersebut mengharuskan pegawai bekerja secara jarak jauh atau bekerja 
daring lewat work from home, selanjutnya pembatasan pelayanan publikpun juga diharuskan 
pegawai dengan sistem kerja bergantian. Dalam setiap kegiatan pelayanan pegawai yang datang 
ke kantor hanya 2-3 tiga orang dengan rincian waktu kerja dari pukul 8.30 pagi sampai 15.00. 
Selanjutnya baik pegawai dan masyarakat harus memakai masker, mengecek suhu tubuh, 
mencuci tangan dan berjaga jarak. Berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh kepala seksi 
tata pemerintahan dan pelayanan umum, bahwa dalam kegiatan administrasi seperti pembuatan 
akte, surat keterangan, KTP hingga kegiatan turun lapangan dilakukan secara terbatas. 
Pegawai lebih banyak bekerja dirumah dengan menggunakan sistem online. Disisi lain 
berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa dengan adanya protokol 
covid-19 ini masyarakat merasa pelayanan publik terkesan lebih lambat, dan ditambah juga 
masyarakat masi belum bisa menyesuaikan mengurus administrasi atau pelayanan berbasis 
online. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
protokol covid-19 oleh pegawai dalam memberikan pelayan publik adalah setiap kerja-kerja 
pelayanan dilakukan dengan cara terbatas, pegawai bekerja dengan sistem daring atau online 





Pada aspek sikap pegawai dalam pelayan publik di kantor Kecamatan Langowan Barat  
saat pandemi covid-19 dapat disimpulkan kinerja pegawai yang di lihat dari poin sikap atau 
prilaku dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Langowan Barat  pada erah covid-19, 
peneliti mengatakan di dalamnya ada instrumen komunikasi, keramahan dan cara 
memperlakukan publik atau masyarakat berjalan Kurang masksimal. Artinya setiap sikap kerja-
kerja pelayanan publik oleh pegawai kantor Kecamatan Langowan Barat  terkendalah karena 
faktor penyesuaian dengan protokol covid’19. Sedangkan pada aspek sistem pelayanan publik 
saat pandemi covid-19 pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Langowan 
Barat  mengalami perubahan yang dilihat pada jumlah pegawai yang berkurang, pegawai yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, serta adanya sistem pelayanan yang 
berbasis online melalui aplikasi WhatsApp yang belum semua masyarakat bisa 
menggunakannya. Artinya dalam konteks pelayanan publik di Kecamatan Langowan Barat  
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